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Pendahuluan

Akreditasi menjadi salah satu instrumen bagi Lembaga Pendidikan Tinggi (LPT) untuk mengukur kualitas
kelembagaan, meningkatkan mutu layanan pendidikan yang ditawarkan, dan memperoleh pengakuan
dari badan atau instansi yang berkepentingan (Hayward, 2006). Melalui akreditasi, lembaga pemberi kerja
akan memiliki acuan untuk merekrut tenaga kerja berdasarkan kualitas latar belakang pendidikannya.
Selain itu, masyarakat umum juga akan memiliki referensi mengenai kualitas lembaga pendidikan yang
akan mereka masuki (Bertolin, 2015).

Di Indonesia, kebijakan akreditasi pertama kali dirancang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada
1994 melalui pembentukan Gugus Tugas Strategi Reformasi Pendidikan Tinggi yang ditandai dengan
penerbitan dokumen “Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi” (Wicaksono, 2000). Tidak lama
setelah itu, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 1994
berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 60 tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi (BAN-PT, 2019). BAN-PT kemudian resmi menjadi badan khusus yang didirikan oleh
pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi dan program studi
(BAN-PT, 2020).

Dalam perkembangannya, BAN-PT menghadapi persoalan terkait terbatasnya kapasitas dan sumber
daya untuk melakukan akreditasi pada tingkat perguruan tinggi sekaligus program studi (prodi). Akibatn-
ya, jumlah prodi dan LPT di Indonesia yang belum memiliki akreditasi masih terhitung tinggi, sekalipun
kebijakan akreditasi telah mulai diselenggarakan pemerintah sejak 20 tahun sebelumnya'. Pemerintah
kemudian membentuk enam Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang berwenang untuk melakukan evalu-
asi kualitas program studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi?. Keenam LAM
tersebut dibentuk berdasarkan masing-masing rumpun keilmuannya, yaitu LAM Pendidikan Tinggi Kese-
hatan Indonesia, LAM Teknik, LAM Sains Alam dan lImu Formal, LAM Ekonomi Manajemen Bisnis dan
Akuntansi, LAM Informatika dan Komputer, serta LAM Kependidikan (Kemendikbudristek, 2022). Pem-
bentukan keenam LAM tersebut menandakan bahwa kewenangan BAN-PT kini hanya mencakup akredi-
tasi pada tingkatan LPT, sementara akreditasi prodi berada di bawah kewenangan LAM.

Kini, setelah lebih dari tiga dasawarsa sejak kebijakan akreditasi pertama kali diterapkan, capaian akredi-
tasi LPT di Indonesia rupanya masih belum merata. Menurut aspek kewilayahannya, LPT yang berhasil
meraih akreditasi A (Amat Baik) masih didominasi oleh LPT di Jawa®. Sementara itu, LPT dengan akredita-
si A diwilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua, jumlahnya paling sedikit jika dibandingkan
wilayah lainnya (Kemendikbudristek, 2020).

'Dalam Statistik Pendidikan Tinggi 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa masih terdapat 12,50%
LPT di wilayah Jawa yang belum memiliki akreditasi. Sementara di wilayah Papua, jumlahnya mencapai 60%. Lihat selengkapnya melalui (Kemendikbudristek, 2020).
2Pembentukan LAM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai upaya penjamin mutu perguruan tinggi dan program
studi di Indonesia.

3 Timpangnya jumlah LPT yang memiliki akreditasi A antara Jawa dan luar Jawa juga berkaitan dengan jumlah LPT yang memang masih banyak terkonsentrasi di

wilayah Indonesia Barat dibandingkan di wilayah Indonesia Timur.
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Tabel I. Jumlah LPT Menurut Akreditasi dan Persebarannya

Status Akreditasi LPT

Wilayah A Total
B | C |
1.  Jawa 61 399 432 892
2. Sumatera 9 140 221 370
3. Kalimantan 3 37 45 85
4. Sulawesi § 42 121 168
5.  Bali & Nusa Tenggara 3 31 44 78
6. Maluku & Papua 0 13 25 38

Sumber: (Kemendikbudristek, 2020) (diolah)

Ketimpangan tersebut juga terlihat nyata pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dari total 1.890 PTS di
Indonesia, hanya ada 32 PTS (0,01%) yang memiliki akreditasi A. Sementara itu, 1.356 PTS sisanya memi-
liki akreditasi B dan C (BAN-PT, 2019). Padahal, jumlah PTS jauh lebih besar dibandingkan PTN, yaitu men-
capai 3.171 (96%) dari total 3.293 LPT yang ada di Indonesia (Kemendikbudristek, 2020).

Ketimpangan akreditasi memberikan konsekuensi pada munculnya berbagai perlakuan diskriminatif
pada LPT dengan akreditasi rendah. Misalnya, lulusan LPT tersebut tidak diprioritaskan masuk ke pasar
tenaga kerja mengingat lembaga pemberi kerja, baik lembaga publik maupun swasta, cenderung mem-
berikan prioritas kepada calon pekerja yang berasal dari LPT dengan akreditasi A.* Selain itu, status akredi-
tasi juga memberikan pengaruh pada keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh LPT.®

Mempertimbangkan permasalahan tersebut, Kilas Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan gambaran
yang lebih jernih tentang situasi dan tantangan ketimpangan kualitas akreditasi di Indonesia, serta lang-
kah ke depan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Data yang digunakan dalam analisis pada
Kilas Kebijakan ini bersumber dari telaah pustaka dan serangkaian wawancara mendalam dengan penge-
lola unit penjamin mutu internal LPT di wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur, serta melibatkan LPT
dengan status negeri dan swasta.

Status Kelembagaan Menentukan Kapasitas LPT dalam
Memenuhi Standar Rasio Dosen dan Mahasiswa

Dari sembilan kriteria akreditasi yang dirumuskan
oleh BAN-PT®, aspek keseimbangan rasio maha-
siswa dan dosen (termasuk di dalam kriteria maha-
siswa) merupakan aspek yang paling menantang
untuk dipenuhi. Sebab, dibandingkan dengan krite-
ria yang lain, pemenuhan kriteria tersebut sangat
berkaitan dengan seberapa fleksibel kewenangan
LPT dalam merekrut dosen dan menambah jumlah
mahasiswa. Fleksibilitas kewenangan tersebut
juga bergantung pada status kelembagaan LPT
yang berbeda-beda.

Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang
ditetapkan oleh BAN-PT adalah sebesar 1:20 untuk
program studi eksakta dan 1:30 untuk program
studi sosial-humaniora (Kemendikbudristek, 2015).
Bagi LPT dengan status swasta, indikator ini relatif

mudah dipenuhi karena tidak berbenturan dengan
peraturan pemerintah mengenai syarat penerimaan
dosen.” Hal itu membuat LPT swasta dapat lebih
lincah dalam merekrut dosen, baik dosen tetap
maupun honorer, terutama apabila LPT tersebut
memiliki kapasitas keuangan yang memadai.

Sementara itu, pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanji-
an Kerja (PPPK) yang berisi larangan bagi Perguru-
an Tinggi Negeri (PTN) untuk merekrut dosen
secara mandiri, baik dosen tetap non-PNS maupun
dosen honorer. Meskipun Kemendikbudristek
kemudian membuka ruang agar PTN dapat
merekrut dosen secara mandiri dengan jumlah
yang dibatasi, bagi beberapa pengelola LPT hal ini

4Lihat (Kontan, 2021). Persyaratan mengikuti seleksi CPNS 2021 salah satunya ditentukan oleh status akreditas program studi dan LPT.

SLihat (Ristekdikti, 2017). Seorang mahasiswa lulusan sebuah LPT di Jakarta gagal melanjutkan seleksi tahap akhir dalam perekrutan anggota kepolisian. Penyebab-
nya, ijazah yang dikeluarkan oleh program studi dari LPT terkait tidak memiliki status akreditasi (sedang dalam proses re-akreditasi).

6 Sembilan kriteria tersebut adalah visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; keuangan, sarana, dan
prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian pada masyarakat; dan luaran dan capaian tridharma. Lihat selengkapnya melalui (BAN PT, 2019).

7 Perekrutan dosen tetap di PTS diatur dalam Pasal 6 Permendikbud No.84/2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada
PTS. Proses penerimaan dan pengangkatan dosen tetap pada PTS dimulai dari penyusunan kebutuhan dosen oleh PTS untuk diajukan pada badan penyelenggara
PTS. Pemenuhan jumlah dosen tetap di PTS bergantung pada persetujuan badan penyelenggara PTS, tidak bergantung pada persetujuan pemerintah menurut PP

atau undang-undang tentang pendidikan tinggi, sebagaimana yang dialami oleh PTN-BH dan PTN-BLU.
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tetap dianggap kurang memudahkan ruang gerak
PTN dalam mencukupi rasio jumlah dosen.®

Selain itu, terdapat perbedaan kapasitas antara
PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri - Berbadan
Hukum) dengan PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri
- Badan Layanan Umum). Bagi PTN BH yang memi-
liki keleluasaan lebih untuk mengelola sumber daya
lembaganya, termasuk dosen dan tenaga kependi-
dikan, pemenuhan rasio dosen tidak terlalu menjadi
persoalan. Berbeda dengan PTN BLU yang tidak
memiliki otonomi penuh, perekrutan dosen diang-
gap masih belum fleksibel karena masih harus
bergantung pada peraturan induk yang disusun
pemerintah, vyaitu Permendikbud No. 84/2013
tentang pengangkatan dosen tetap non-PNS pada
PTN dan dosen tetap pada PTS. Artinya, ketercuk-
upan rasio dosen terhadap mahasiswa sebenarnya
bukan hanya menjadi tanggung jawab PTN BLU.
Hal itu sejalan dengan pernyataan seorang nara-
sumber, yang merupakan pengelola kantor jaminan
mutu di sebuah PTN BLU, sebagaimana terlihat
dalam kutipan berikut:

“‘Jumlah mahasiswa merupakan mandat dari negara.
Kalau pemerintah meminta kami menaikkan kapasi-
tas mahasiswa sebesar 10%, kami akan menaikann-
ya. Namun, PTN BLU itu tidak fleksibel dalam
merekrut dosen. Jadi, rasio dosen dan mahasiswa

bisa saja akan selalu timpang. Kalau rasio dosen dan
mahasiswa kurang, itu bukan salah PTN BLU terkait,
tetapi perangkat undang-undangnya yang perlu
di-review’ lagi.”

(Infroman, Perempuan, 24 Juni 2022)

Sistem Manajemen Data
Penting, tetapi Belum
Menjadi Prioritas

Pangkal dari kebijakan akreditasi adalah sistem
pendataan yang kuat. Setelah LPT berupaya
memenuhi semua indikator akreditasi yang ditentu-
kan oleh BAN-PT, keterpenuhan indikator tersebut
perlu dibuktikan dalam bentuk data yang akurat
(evidence based)®. Semisal, LPT sudah cukup
berhasil dalam menggenjot angka dosen yang
melakukan publikasi di jurnal internasional dan
mendorong jumlah capaian prestasi akademik
maupun non-akademik mahasiswa. Ketercapaian
tersebut tidak akan memiliki banyak arti apabila
tidak didukung dengan bukti berupa dokumen yang
dapat dipercaya. Aspek ini kerap menjadi persoa-
lan, mengi- ngat banyak LPT yang sebenarnya telah

cukup berhasil melakukan sejumlah upaya untuk
memenuhi indikator akreditasi, tetapi tidak meleng-
kapinya dengan sistern manajemen data yang kuat.
Hal itu juga dikonfirmasi oleh narasumber dalam
penelitian ini, sebagaimana yang terlihat pada
kutipan di bawah ini

“Kami merasa (bahwa) dosen sudah banyak yang
(melakukan) publikasi. Mahasiswa sudah aktif di
mana-mana. Artinya, kami punya bahan, tetapi
memang belum diorganisir. Ibarat orang memasak,

kami sudah punya bahan dan bumbu masaknya,
tetapi tidak tahu mau diolah seperti apa supaya bisa
menjadi hidangan yang lezat.”

(Infroman, Perempuan, 27 Juni 2022)

Sementara itu, membangun sistem pendataan
yang kuat idealnya tidak cukup jika hanya dilakukan
ketika menjelang periode akreditasi berlangsung,
melainkan perlu menjadi agenda jangka panjang
(long-term agenda). Misalnya, LPT perlahan-lahan
membangun sistem pendataan yang kuat dengan
cara memberikan insentif pada dosen dan maha-
siswa yang melaporkan capaian publikasi dan
prestasinya beserta bukti dokumen yang akurat.
Upaya tersebut atraktif dalam menjaring ketertari-
kan civitas akademika untuk berpartisipasi memba-
ngun sistem pendataan yang kuat—yang pada
akhirnya dapat diutilisasi untuk kebutuhan akredita-
si. Ketika periode akreditasi tiba, LPT cukup mengo-
lah dan mengumpulkan berbagai data yang telah
dibangunnya sejak awal.

Sebagai contoh, hal itu menjadi resep keberhasilan
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang dari
masa ke masa selalu konsisten memperoleh akred-
itasi A dan unggul. Sistem pendataan yang kuat
tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari peran
sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, yaitu
mereka yang memahami betul setiap proses/alur
dan esensi dari masing-masing indikator akreditasi.
Kompetensi SDM semacam itu memungkinkan
Fakultas Psikologi Ul dapat membangun sistem
manajemen data yang rapi dan terstruktur, sehing-
ga dapat mengolahnya menjadi lebih bermakna.
Ketika periode akreditasi tiba, mereka cukup men-
gorganisasi ulang data-data yang sebelumnya
telah dikumpulkan.

8 Informasi ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan kantor jaminan mutu internal sebuah universitas negeri di Sumatera pada 27 Juni 2022.
9 Informasi ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan kantor jaminan mutu internal sebuah universitas negeri di Jakarta pada 29 Juni 2022.
9|nformasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan kantor jaminan mutu internal Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia pada 28 Juni 2022.
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Kepemimpinan dan Program
Benchmarking merupakan Faktor
Pengungkit bagi LPT dengan Keter-
batasan Akses Pengetahuan

Implementasi  kebijakan  akreditasi  ‘bersifat
top-down’, yaitu sangat bergantung pada kepemi-
mpinan dan kesadaran (awareness) petinggi LPT.
Dalam beberapa kasus, petinggi LPT belum memili-
ki kesadaran akan pentingnya akreditasi. Hal itu
menjadi faktor penghambat bagi LPT untuk meru-
muskan sejumlah langkah yang lebih strategis
demi menggenjot kualitas akreditasi.'" Dalam
beberapa kasus lainnya, petinggi LPT juga memiliki
pengetahuan yang terbatas tentang proses atau
alur akreditasi, termasuk esensi dari masing-mas-
ing indikator akreditasi yang dirumuskan oleh
BAN-PT.”? Kedua hal ini membuat proses akreditasi
tidak berjalan optimal, sebagaimana yang dikonfir-
masi oleh salah seorang narasumber penelitian,
sebagaimana terlihat dalam kutipan di bawah ini:

“Dulu, para pemimpin kami sudah cukup bangga mengingat
kampus kami adalah salah satu yang terbesar di Sumatera.
Mereka menganggap akreditasi tidak penting, karena
berapa pun skornya, kampus kami tetap menjadi favorit.

Padahal, masih ada banyak kampus yang lebih besar dan
bagus dari kami.”

(Infroman, Perempuan, 27 Juni 2022)

Selain memiliki awareness yang baik, pemimpin
LPT juga perlu mentransfer awareness tersebut ke
dalam produk kebijakan yang lebih teknis. Misal,
pemimpin LPT menerbitkan peraturan tentang
pemberian insentif bagi dosen yang mempub-
likasikan karyanya di jurnal internasional dan maha-
siswa yang memperoleh prestasi akademik dan
non-akademik di luar kampus. Tidak hanya mem-
buktikan kuatnya awareness pemimpin, kebijakan
tersebut juga menunjukkan bahwa pemimpin LPT
mampu mentransfer visinya ke dalam lang-
kah-langkah yang lebih strategis. Hal itu dialami
oleh salah satu LPT swasta di Nusa Tenggara
Barat, sebagaimana yang terlihat dalam kutipan
wawancara mendalam berikut ini:

“Setelah (memiliki) pengetahuan yang memadai tentang

akreditasi, rektor kami langsung merumuskan ‘kebijakan
afirmasi’. Ada peraturan universitas tentang insentif/’re-
ward’ bagi dosen yang melakukan publikasi jurnal. Ada

juga tunjangan kinerja. Dosen-dosen juga didorong untuk
sekolah (ke jenjang) S2. Itu berkontribusi meningkatkan
performa dosen”.

(Infroman, Perempuan, 27 Juni 2022)

Untuk menumbuhkan awareness pemimpin LPT,
termasuk tim yang terlibat dalam proses akreditasi,
program benchmarking antar-perguruan tinggi
perlu untuk diperhitungkan. Hal itu penting mengin-
gat tidak semua perguruan tinggi memiliki pengeta-
huan yang cukup tentang urgensi dan proses
akreditasi, terutama perguruan tinggi di luar Jawa
yang cenderung memiliki akses pengetahuan dan
infrastruktur yang relatif serba terbatas. Idealnya,
program benchmarking tersebut melibatkan LPT
negeri dengan Akreditasi A dan unggul (terutama
LPT di Jawa) dan LPT lain di luar Jawa yang memili-
ki akreditasi rendah dalam kurun waktu tertentu.
Selama program berlangsung, kedua perguruan
tinggi perlu terlibat dalam interaksi yang intens
untuk melakukan proses transfer pengetahuan
(transfer of knowledge) mengenai pelaksanaan
teknis akreditasi.

Sebagai contoh, sebuah LPT swasta di Nusa Teng-
gara Barat melakukan program benchmarking
dengan Universitas Indonesia selama enam bulan.
Dalam kurun waktu itu, LPT tersebut mempelajari
betul proses akreditasi yang selama ini dijalankan
oleh Universitas Indonesia. Meskipun saat ini LPT
tersebut belum melakukan akreditasi ulang,
mereka memastikan bahwa pemimpin dan pega-
wainya kini memiliki pemahaman yang jauh lebih
memadai dalam proses pengajuan akreditasi.’

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kualitas akredita-
si perguruan tinggi di Indonesia yang belum merata,
setidaknya, dipengaruhi oleh beberapa faktor

@ Perbedaan  kapasitas  institusi  dalam
memenuhi indikator akreditasi, salah satunya
adalah rasio keseimbangan dosen tetap dan
mahasiswa akibat status kelembagaannya
yang berbeda-beda antara PTN-BH, PTN-BLU,
dan PTS. Status kelembagaan LPT, berikut
perangkat perundang-undangan yang
mengikatnya, membuat PTN-BLU tidak lebih
fleksibel dalam merekrut dosen dibandingkan
dengan PTN-BH dan PTS.

@ LPT dengan akreditasi rendah belum memiliki
sistem manajemen data yang adekuat, meski-
pun sebenarnya sudah melakukan sejumlah
upaya untuk memenuhi kriteria akreditasi.

€@ Selain belum memiliki awareness akan penting-
nya akreditasi, sejumlah pimpinan LPT juga
belum memiliki pengetahuan yang mumpuni
terkait proses/alur dan esensi dari masing-
masing indikator akreditasi.

" Informasi ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan kantor jaminan mutu internal sebuah universitas negeri di Sumatera pada 27 Juni 2022.
2 Hal ini dialami oleh sebuah LPT swasta di NTB sebagaimana dikonfirmasi oleh salah seorang narasumber penelitian pada 25 Juni 2022.
3 |Informasi ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan kantor jaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi swasta di Nusa Tenggara Barat

pada 25 Juni 2022.
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Mempertimbangkan permasalahan tersebut, pene-
litian ini memberikan rekomendasi kepada Kemen-
dikbudristek dan BAN-PT sebagai badan khusus
pemerintah pelaksana mandat akreditasi.

0 Indikator akreditasi seyogyanya tidak dibuat
terlalu kaku dengan mengasumsikan bahwa
semua LPT di Indonesia memiliki kondisi dan
kapasitas yang homogen. BAN-PT juga perlu
mempertimbangkan bahwa aspek tumpang
tindihnya peraturan pemerintah juga memen-
garuhi kapasitas masing-masing LPT untuk
memenuhi indikator akreditasi. Oleh karena itu,
BAN-PT perlu untuk melakukan proses akredi-
tasi yang lebih fleksibel, yaitu dengan memper-
hitungkan keterkaitan antara peraturan pemer-
intah yang membuat kapasitas masing-masing
LPT menjadi berbeda untuk memenuhi indika-
tor akreditasi.

QProses akreditasi mengedepankan  bukti
(evidence) berupa dokumen yang mampu
menunjukkan ketercapaian masing-masing
indikator akreditasi. Untuk dapat memberikan
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Disclaimer:

Kilas Kebijakan ini murni hasil refleksi pandangan peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK)
berdasarkan keterlibatan secara langsung dalam penelitian yang mendalami isu tentang Ketimpangan
kualitas akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Kilas Kebijakan ini dapat dikutip, disebarluaskan, dan
dipergunakan untuk tujuan non-komersial.

Tentang PSPK:

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan yayasan non-profit independen yang berfokus
pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak pada anak. PSPK berpijak pada data ilmiah, serta
menyebarkan praktik baik di lapangan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.
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